SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 127 /PW.01-Kpt/7310/KPU-Kab/X/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengandalian terhadap Gratifikasi
maka perlu dilakukan peningkatan Integritas Pengelola
dan Penyelenggara Negara sehingga dapat mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a tersebut di
atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi pada Komisi Pemilhan Umum Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250),

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
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10.

11,

12.

13.

14.

Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana teiah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
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Memerhatikan :

Menetapkan

KESATU

i[5

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 945/PW.01.1/11/2021, perihal pembentukan
Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Tahun 2021, tanggal 13 Oktober 2021,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2021

Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

yang terdiri:

1. Pengarah adalah Ketua dan/atau Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;

2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

3. Sekretaris adalah salah seorang Pejabat Eselon IV
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;

4. Anggota adalah Pejabat Eselon IV pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan.
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Dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA " Tugas, wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi melakukan pemantauan dan
pengendalian dengan serangkaian  kegiatan yang
bertujuan untuk mengendalikan
penerimaan / pemberian Gratifikasi melalui
peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan
Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya
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SALINAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor  :127/PW.01-Kpt/7310/KPU-kab/X /2021

Perihal :Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2021

DAFTAR KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021

NO NAMA JABATAN JABATAN
DALAM UPG
1. | BURHAN A, S.H. KETUA KPU PENGARAH
2. | AMINAH, A.Md ANGGOTA KPU PENGARAH
3. | SAHARUDDIN HAFID,S.Pd ANGGOTA KPU PENGARAH
4. | ROHANI ANGGOTA KPU PENGARAH
5. | SAIFUL MUJIB ANGGOTA KPU PENGARAH
6. | Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Si SEKRETARIS KPU KETUA

KASUBAG HUKUM

7. | MANSYUR,S.H. DAN PENGAWASAN SEKRETARIS
KASUBAG

8. | M. AFIF RUSLIN, S.I.P, M.Si KEUANGAN UMUM ANGGOTA
DAN LOGISTIK

9. | ROSMAWATY, S.Sos KASUBAG TEKNIS
DAN HUPMAS HNEEEES

KASUBAG PROGRAM
10. | HARIANLS.E. DAN DATA ANGGOTA

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

_ ttd,
K i dengan aslinya
‘-‘\""(‘}5\ (OMISI PEMILIHAN UMUM BURHAN A

GKAJENE DAN KEPULAUAN
Hukum
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